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dengan Undang-Undang, Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perahabon Kedun At Undang-Undang,
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintiahan
Daerah (Lembivan Negarao Republile Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nepara Republik ndonesin Nomor H0'79);

Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolnnm Keunngnn Daerah
(Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keunngan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Dacrah Kota Palu Nomor 6 Tahun
2009 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palu Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10);
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MIEMUTUSKAN ;

Menetapkan

KESATU o Pejabat  Pengelola Keuangan  Daerah Tahun
Anggearan 2019, sehagai berikut:

Nama Vo Dras IRMAWATIE ALKAFE, M.Si
NIP 19681028 199403 2 016
Jabatan . Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palu

KEDUA » Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas:

a. menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan
Perubahan APBD;

c¢. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawahan pelaksanaan
APBD;dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

KETIGA . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selaku

Bendahara Umum Daerah, mempunyai

kewenangan:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD;

b. mengesahkan DPA-Perangkat Daerah;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

o

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h. menyimpan uang daerah,;

i. menetapkan SPD;

j- melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;

1. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah;

o
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me melakesnnakan pemberinn pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

o melakukan  pengelolann  utang  dan  piutang
daerah;

0. melakukan penagihan pivtang dacrah;

poomelaknanalan sistem alkkuntansi dan pelaporan
kennnpgan daerah;

q. menyajikan informasi keuangnn dacrah; dan

roomelaksanakan  kebijokan  dan pedoman
pengelolann serta penghapusan barang  milik
daerah,

KIEIEEMPAT o Pejabat Pengeloln Keuangan  Dacrah bertanggung,
jawab  atns  pelaksanaan  tugasnya  schagaimana
dimaksud dalam Diktum KIEDUA kepada Wali Kota

melalui Sckretaris Dacerah,

KIEELIMA ¢ Sepala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan —ini  dibebankan  Kepada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun
Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Dacrah Kota Palu.

KEENAM @ Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu '
ada tanggal \

WALI KOTA PAJU, i
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- TN REGISTRASI PENOMORAN

{ﬁ Keputusan Walikota

MNo. KoTekst

Nomor @ YUU/U/BIRAL/ZULY
Tanggal : 04/01/2019

: Baaan rengelola Keuangan aan Asel paeran Koia raiu

instansi
: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

Tentang

PETUGAS

o

Mulvani

Catatan : Sk Aslinya Menyusul Masih D.Ruangan Pak Wali

Sup. Bagian Janngan UoKumentasi dan Informasi Hukum
Bzgian Hukum Setda Kota Palu JDIH-KMNIA 15/01/1911:13
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